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BUPATI BANDUNG BARAT 
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR 31 TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 
2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu pengaturan mengenai tata 
cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, 
sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan 
yang efektif  bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Daerah; 

  b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu melakukan 
penyesuaian teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bandung Barat; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bandung Barat; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4688); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 

 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 
3) diubah sebagai berikut : 

1. Di anatar Bab II dan Bab III disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IIA Tentang Ketentuan 
Peralihan, yang berisi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut : 
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BAB IIA 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 3A 

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan 
sebelum tanggal 1 Januari 2011 dapat berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A yang 
berbunyi sebagai beikut : 

 

Pasal 4A 

 Pada saat Peraturan Bupati ini mulaiberlaku, ketentuan dalam Peraturan Bupati 
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten bandung Barat yang ditentukan 
lain dalam Peraturan Bupati ini dinyatakn tidak berlaku. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 

               Ditetapkan di Bandung Barat 

               Pada tanggal 6 Desember 2010 

                      BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

                  Ttd 

 

          ABUBAKAR 

Diundangkan di Bandung Barat 

pada tanggal 6 Desember 2010 

        SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

     Ttd 

 

       MAS ABDUL KOHAR 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 31 

 


